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ABSTRAK 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber 

penerimaan anggaran pada perguruan tinggi, namun pada IAIN Lhoksumawe 

pemanfaatan PNBP hanya berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), padahal 

perguruan tinggi masih membutuhkan banyak pendapatan untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi. Tujuan kajian ini untuk menyusun strategi menambah 

penerimaan PNBP dengan cara melakukan identifikasi potensi sumber-sumber 

penerimaan PNBP sehingga permasalahan anggaran tidak menjadi kendala 

dalam pengembangan kualitas akademis dan non akademis di IAIN Lhoksumawe. 

Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data primer yakni kuesioner hasil FGD para pengambil kebijakan pada 

IAIN Lhoksumawe dan data sekunder yakni laporan PNBP, jurnal data dukung 

lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan 

AHP. Hasil kajian: 1) terdapat 6 (enam) pilihan alternatif strategi penerimaan 

PNBP dengan kombinasi strength-threat yakni a) melakukan identifkasi sumber 

daya sebagai sumber penerimaan PNBP, b) membuat kebijakan untuk 

meningkatkan ekrjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, c) 

membuka kesempatan kontrak kerja dengan pihak lain, d) meningkatkan inovasi 

mahasiswa dan dosen yang dapat dijual pada pihak lain, e) membuka kesempatan 

perolehan hibah dan f) membuat target peningkatan penerimaan PNBP. 2) 

strategi tersebut dianalisis dengan menggunakan AHP dengan hasil a) 

pemenuhan tingkat kepatuhan pembayaran PNBP, b) identifikasi sumber hibah, 

c) kontribusi perguruan tinggi dalam penyelesaian masalah, d) keberlangsungan 

kerjasama dan kontrak kerja, e) mengimplementasikan kebijakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah, swasta atau masyarakat serta f) melakukan 

identifikasi sumber daya intelektual sebagai sumber penerimaan PNBP. 

Kesimpulan: strategi untuk menambah penerimaan PNBP bisa bersumber dari 

internal maupun eksternal. 

 

Kata Kunci: PNBP, perguruan tinggi, asset, intelektual 

 

ABSTRACT 

Non-Tax State Revenue or well-known as PNBP is one of budget revenue in 

universities, but at IAIN Lhoksumawe the utilization of PNBP only comes from 
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Single Tuition Fee, whereas universities still need a lot of income to support the 

vision and mission. The purpose of study is to develop strategies to increase 

PNBP revenue by identifying potential sources of PNBP revenue. The study was 

conducted using a qualitative approach. The types of data used are primary data, 

namely questionnaires from FGD results of policy makers at IAIN Lhoksumawe 

and secondary data, namely PNBP reports, journals and other supporting data. 

The data obtained were analyzed using SWOT and AHP. Results: 1) there are 6 

alternative choices of PNBP revenue strategies with combination of strengths-

threats, namely a) identifying resources of PNBP revenue, b) making policies to 

increase cooperation with government agencies, the private sector and the 

community, c) making work contracts with other parties, d) increasing student 

and lecturer innovation e) developing opportunities for obtaining grants and f) 

making targets for increasing PNBP revenue. 2) the strategy was analyzed using 

AHP: a) meeting the level of compliance with PNBP payments, b) identifying 

sources of grants, c) contributions of universities in solving problems, d) 

sustainability of cooperation and work contracts, e) implementing cooperation 

policies with government agencies, the private sector or the community and f) 

identifying intellectual resources as sources of PNBP revenue. Conclusion: 

strategies to increase PNBP revenue can come from internal or external sources. 

 

Keywords: PNBP, universities, assets, intellectual 

 

PENDAHULUAN 

Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Lhoksumawe merupakan salah 

satu perguruan tinggi negeri yang 

terdapat pada Provinsi Aceh. Untuk 

dapat mengarahkan kemajuan dalam 

kualitas pendidikan, maka IAIN 

Lhoksumawe mempunyai visi untuk 

menjadikan IAIN Lhoksumawe 

unggul di tingkat ASEAN dalam 

bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan 

kelembagaan berbasis digital dan 

kearifan lokal pada 2040. Adanya 

target capaian pada tahun 2040 

tersebut, maka IAIN Lhoksumawe 

harus mempunyai langkah untuk dapat 

mewujudkan target tersebut. Merujuk 

pada visi IAIN Lhoksumawe maka 

terdapat misi yang ditujukan untuk 

mempermudah implementasi 

pencapaian visi. Untuk dapat 

mewujudkan visi dan misi maka 

dibutuhkan anggaran sebagai 

penopang untuk terselenggaranya 

berbagai program dan kegiatan dalam 

rangka memajukan kualitas akademis 

dan non akademis.  

Anggaran yang diperoleh IAIN 

Lhoksumawe sebagai perguruan tinggi 

negeri bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2018 mengganti Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1997. 

Namun APBN bukan menjadi satu-

satunya sumber anggaran melainkan 

terdapat pula anggaran yang 

bersumber dari PNBP. Penerimaan 
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Negara Bukan Pajak merupakan 

penerimaan pemerintah pusat yang 

tidak berasal dari pajak. Tata cara 

dalam penggunaan PNBP diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

115/KMIK.06/2001 yang menyatakan 

bahwa PNBP untuk Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) terdiri dari sumbangan 

pembinaan pendidikan, biaya seleksi 

masuk PTN dan hasil kontrak kerja 

sesuai dengan peran dan fungsi 

perguruan tinggi. Pada aturan tersebut 

juga menjelaskan bahwa PNBP 

lainnya dapat diperoleh dari hasil 

penjualan produk penyelenggaraan 

pendidikan tinggi serta sumbangan 

atau hibah perorangan, lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dan 

penerimaan dari masyarakat. Hal 

tersebut sebagaimana terdapat dalam 

kajian  Jayadi et al., (2021) yang 

mengatakan bahwa PNBP merupakan 

penopang untuk meningkatkan 

kelayakan akademik dan non 

akademik bagi mahasiswa. 

Pada konteks IAIN 

Lhoksumawe, penerimaan PNBP 

masih bersumber pada Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) yang terdiri dari 

pendapatan ujian, pendapatan biaya 

pendidikan, dan pendapatan 

pendidikan lainnya. Pada tahun 2024 

target penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe adalah sebesar Rp. 

18.155.905.000 sesuai dengan izin 

penerimaan PNBP Menteri Keuangan. 

Jumlah PNBP tersebut terdiri dari 

pendapatan ujian sebesar Rp. 

195.673.000,- pendapatan biaya 

pendidikan sebesar Rp. 

17.477.608.000,- dan pendapatan 

pendidikan lainnya sebesar Rp. 

482.624.000,- Pada IAIN 

Lhoksumawe terdapat sumber 

anggaran lain yakni Rupiah Murni dari 

APBN dan Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) untuk melakukan 

pembangunan pada gedung-gedung di 

IAIN Lhoksumawe walaupun 

anggaran bersumber dari SBSN tidak 

diperoleh setiap tahun. Denagn 

demikian dapat diketahui bahwa pada 

IAIN Lhoksumawe, rupiah murni 

masih menjadi penopang utama untuk 

mencukupi kebutuhan belanja 

pegawai, belanja barang  dan belanja 

modal, sedangkan PNBP hanya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja barang dan modal sedangkan 

SBSN hanya digunakan untuk 

mencukupi pemenuhan belanja modal 

berupa pembangunan gedung-gedung. 

Jika merujuk pada Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 

115/KMIK.06/2001 yang menyatakan 

bahwa PNBP untuk PTN terdiri dari 

sumbangan pembinaan pendidikan, 

biaya seleksi masuk PTN dan hasil 

kontrak kerja sesuai dengan peran dan 

fungsi perguruan tinggi serta hasil 

penjualan produk penyelenggaraan 

pendidikan tinggi serta sumbangan 

atau hibah perorangan, lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dan 

penerimaan dari masyarakat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan sementara 

bahwa sumber untuk memperoleh 

PNBP pada IAIN Lhoksumawe masih 



Kybernology 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik 

Volume 2 Nomor 2, Desember 2024 

https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology 

 

778 

dapat diperluas sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan yang 

bersumber dari PNBP.  

Peningkatan pendapatan pada 

IAIN Lhoksumawe sangat penting 

karena adanya program peningkatan 

kualitas akademik dan non akademik 

yang dikembangkan sesuai dengan visi 

IAIN Lhoksumawe dengan target 

2040 yakni dengan cara mewujudkan 

beberapa misi sebagai berikut. 

1. Membangun dan memperkuat 

komunitas epistemik dan mazhab 

keilmuan integratif. Misi pertama 

merupakan langkah penting untuk 

dapat mewujudkan ekosistem 

pengetahuan secara holistik, 

dinamis dan relevan dengan 

perkembangan jaman dan ilmu 

pengetahuan. Adapun cara yang 

dilakukan untuk mewujudkan misi 

pertama tersebut adalah dengan 

melakukan kolaborasi 

antardisiplin, mengembangkan 

kurikulum integrasi, inovasi 

dalam pembelajaran, melakukan 

diskusi dan seminar serta 

komunitas ilmiah yang inklusif. 

IAIN Lhoksumawe juga 

memerlukan pembangunan 

infrastruktur dan memperkuat 

nilai filosofis serta epistemologis. 

2. Menyelenggarakan pendidikan 

berkualitas. Untuk membangun 

pendidikan berkualitas bukan 

hanya menjadi tugas pemerintah, 

tetapi juga swasta dan masyarakat 

(Nurfatima et al., 2022). Dengan 

demikian, IAIN Lhoksumawe 

membutuhkan anggaran untuk 

dapat membuka peluang 

kerjasama dengan pihak swasta 

dan masyarakat. Kerjasama 

dengan swasta atau masyarakat 

membutuhkan trust atau 

kepercayaan dari masyarakat 

bahwa para pakar di IAIN 

Lhoksumawe dapat memecahkan 

permasalahan yang terjadi, 

sehingga perlu dilakukan 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

3. Menjalankan penelitian integratif 

dengan tujuan untuk pelestarian 

dan pengembangan ilmu yang 

bermanfaat. Penelitian integratif 

merupakan langkah untuk 

menciptakan inovasi dengan 

menggunakan pendekatan 

interdesipliner. 

4. Meningkatkan peran IAIN 

Lhoksumawe dalam hal 

penyelesaian masalah 

kemanusiaan dan pembangunan 

berbasis nilai Islami, 

keindonesiaan dan keilmuan. 

5. Membangun kerjasama lokal, 

nasional dan internasional untuk 

meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan manajerial. 

Menindaklanjuti adanya misi 

IAIN Lhoksumawe untuk dapat 

mewujudkan visi pada tahun 2040, 

maka sangat dibutuhkan penerimaan 

tambahan berupa PNBP karena 

sebagaimana telah diuraikan pada 

halaman sebelumnya bahwa PNBP 

adalah biaya yang diperoleh dari 
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masyarakat atau perorangan untuk 

membantu dalam perwujudan layanan, 

yang tidak diakses oleh masyarakat 

secara luas. Dengan demikian, biaya 

tersebut hanya ditujukan bagi orang-

orang tertentu yang memanfaatkan 

layanan dari pemerintah, pada konteks 

ini adalah layanan pendidikan dan 

hasil pendidikan dari IAIN 

Lhosumawe. 

Namun demikian, untuk 

melakukan penambahan anggaran dari 

PNBP tersebut terdapat beberapa 

kendala sehingga sampai dengan saat 

ini penerimaan PNBP belum 

dilakukan penambahan sumber 

pendapatan. Adapun kendala yang 

dialami yakni sebagai berikut. 

1. Belum melakukan telaah untuk 

memperoleh potensi sumber 

pendapatan PNBP selain UKT, 

padahal masih banyak peluang 

untuk memperoleh pemasukan 

PNBP sebagaimana terdapat dalam 

Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 115/KMIK.06/2001. 

Ketidakmampuan untuk melakukan 

telaah akan berbanding lurus 

dengan kemampuan administrator 

dalam memahami dan 

mengidentifikasi sumber-sumber 

pendapatan negara bukan pajak. 

2. Tidak adanya evaluasi atas 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe sehingga jumlah 

penerimaan PNBP, perimbangan 

dengan anggaran APBN dan 

kebutuhan riil untuk meningkatkan 

kualitas akademis maupun non 

akademis tidak dianalisis untuk 

mencari solusinya. 

3. Sumber daya manusia (SDM) pada 

IAIN Lhoksumawe belum 

memahami konsep penerimaan 

pada PNBP dan pengelolaan PNBP 

sehingga penerimaan PNBP hanya 

bersumber dari UKT dengan 

pengelolaan yang terbatas karena 

SDM belum menguasai regulasi 

pengelolaan PNBP yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas 

akademis dan non akademis. 

Adapun contoh keterbatasan 

pengelolaan PNBP adalah untuk 

penelitian-penelitian yang masih 

sangat berbatas, pengembangan 

kurikulum dan pengembangan 

program insentif untuk dosen 

maupun tenaga kependidikan. 

4. Kurangnya partisipasi masyarakat 

dan swasta dalam hal 

pengembangan kualitas pendidikan. 

Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya kolaborasi antara IAIN 

Lhoksumawe dengan pihak swasta 

atau masyarakat untuk melakukan 

penelitian dan inovasi 

berkelanjutan untuk kepentingan 

masyarakat.  

5. Tidak adanya kebijakan dan 

program dari IAIN Lhoksumawe 

untuk membuka kerjasama dengan 

pihak swasta dan masyarakat dalam 

rangka penelitian sehingga 

penelitian dan inovasi masih 

menjadi ranah pendidikan tinggi. 

Dengan demikian masyarakat 

maupun swasta tidak memberikan 
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hibah atau bantuan pada perguruan 

tinggi. 

Dengan adanya masalah tersebut, 

maka sampai dengan saat ini sumber 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe masih terbatas pada 

UKT. Penerimaan PNBP yang 

minimalis tersebut juga berdampak 

pada beberapa hal diantaranya adalah 

terkendalanya implementasi tri dharma 

perguruan tinggi yakni perguruan 

tinggi sebagaimana IAIN 

Lhoksumawe harus dapat 

menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

sebagaimana dijelaskan pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perguruan Tinggi (Amalia, 

2024). Dengan demikian, pada 

konteks pendidikan tinggi di IAIN 

Lhoksumawe harus dilakukan telaah 

mengenai strategi untuk memperoleh 

penerimaan dari PNBP sehingga akan 

meningkatkan penerimaan negara dan 

peningkatan anggaran IAIN. 

Identifikasi Masalah  

Untuk menyusun strategi 

dalam melakukan identifikasi sumber 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe terdapat beberapa 

permasalahan sehingga akan menjadi 

hambatan, yakni sebagai berikut. 

1. Kurangnya pemahaman SDM 

dalam melakukan pengelolaan 

PNBP dan konsep penerimaan 

PNBP dari sumber non UKT. 

2. Tidak adanya program dari IAIN 

Lhoksumawe yang membuka 

kesempatan untuk memperoleh 

PNBP. 

3. Tidak adanya identifikasi dan 

telaah untuk memperoleh sumber 

penerimaan PNBP. 

4. Kurangnya pasrtisipasi masyarakat 

dalam hal pembangunan kualitas 

pendidikan sehingga pendidikan 

menjadi tanggungjawab pemerintah 

saja. 

Adanya permasalahan tersebut, 

maka akan dilakukan analisis 

penentuan akar masalah dengan 

menggunakan pohon masalah. 

 
Berdasarkan pada pohon 

masalah tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa akar masalah dari 

rendahnya penerimaan PNBP di IAIN 

Lhoksumawe adalah kurangnya telaah 

regulasi dan pemahaman mengenai 

penerimaan dan pengelolaan PNBP, 

kurangnya inovasi dan kurangnya 

pelibatan masyarakat dan swasta untuk 

membangun pendidikan. Dengan 

demikian berdampak pada penerimaan 

PNBP pada IAIN Lhoksumawe belum 

dapat menopang kebutuhan, salah 

satunya adalah untuk 

mengimplementasikan tri dharma 

perguruan tinggi karena kebutuhan 
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pada IAIN Lhoksumawe ditopang 

secara mayoritas oleh APBN dan 

pengembangan kualitas akademis dan 

non akademus bergantung pad alokasi 

APBN untuk IAIN Lhoksumawe. 

Permasalahan mengenai 

rendahnya penerimaan PNBP pada 

IAIN Lhoksumawe dapat dilakukan 

analisis dengan menyusun strategi 

untuk menambah penerimaan PNBP 

yakni dengan cara melakukan 

identifikasi potensi sumber-sumber 

penerimaan PNBP sehingga 

permasalahan anggaran tidak menjadi 

kendala dalam pengembangan kualitas 

akademis dan non akademis di IAIN 

Lhoksumawe. Namun identifikasi 

sumber penerimaan tersebut belum 

dilakukan karena kurangnya telaah 

pada potensi PNBP sehingga 

kebijakan dan program untuk 

mendukung peneirmaan tersebut 

belum terbentuk.  

Tujuan kajian 

Tujuan dilakukannya kajian ini 

adalah untuk menyusun strategi untuk 

menambah penerimaan PNBP yakni 

dengan cara melakukan identifikasi 

potensi sumber-sumber penerimaan 

PNBP sehingga permasalahan 

anggaran tidak menjadi kendala dalam 

pengembangan kualitas akademis dan 

non akademis di IAIN Lhoksumawe. 

Manfaat kajian  

Kajian ini dapat memberikan 

manfaat pada bidang akademis dan 

praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat akademis 

Hasil kajian ini 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada penyediaan 

referensi mengenai sumber 

penerimaan PNBP yang dapat 

digali dari potensi pendidikan 

tinggi dan cara pengelolaan 

PNBP sehingga dapat 

digunakan untuk mendukung 

implementasi tri dharma 

perguruan tinggi dan 

peningkatan kualitas akademus 

dan non akademis. 

2. Manfaat praktis 

Hasil kajian ini 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pemecahan 

masalah mengenai penyusunan 

strategi untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP sebagai 

salah satu penopang anggaran 

pendidikan di perguruan tinggi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian ini, IAIN 

Lhoksumawe mempunyai sumber 

PNBP berbasis UKT, dengan 

demikian IAIN Lhoksumawe harus 

mempunyai analisis mendasar untuk 

pengusulan kegiatan dan 

pengembangan akademik maupun non 

akademik sehingga dapat dijadikan 

alasan untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP dari sumber lain. 

Usulan untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP juga merupakan 

penopang untuk mewujudkan visi dan 

misi IAIN Lhoksumawe. Hal tersebut 

sebagaimana kajian yang dilakukan 
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oleh Toreh (2023) bahwa untuk 

perguruan tinggi berbasis UKT dalam 

perolehan PNBP, harus merencanakan 

kegiatan berbasis visi dan misi, 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas akademik maupun non 

akademik. 

Menindaklanjuti kondisi 

tersebut, maka perlu dilakukan telaah 

mengenai grand theory. Pada konteks 

kajian ini, grand theory yang 

digunakan adalah teori administrasi 

publik yakni kombinasi antara teori 

dan praktik yang bertujuan untuk 

mempromosikan pemahaman 

pemerintah terhadap masyarakat yang 

responsif dengan kebutuhan sosial 

(Pasolong, 2019). Pada konteks kajian 

ini, IAIN Lhoksumawe sebagai 

penyedia layanan pendidikan negeri 

harus mengetahui dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat 

khususnya berhubungan dengan 

pendidikan. Middle theory yang 

digunakan dalam kajian ini adalah 

teori kebijakan publik yakni suatu 

teori yang membahas mengenai 

tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah (Dye, 

2009). Implikasi dari pandangan 

kebijakan publik adalah mengarahkan 

pada tindakan untuk mencapai tujuan 

daripada perilaku yang kebetulan, 

tindakan yang saling berkaitan, 

berkaitan dengan tindakan pemerintah 

dalam bidang tertentu, bersifat positif 

yakni adanya tindakan pemerintah 

mengenai suatu masalah, adanya 

kebijakan yang berlandaskan regulasi 

(Anderson, 2010). 

Applied theory dalam kajian ini 

adalah pembuatan kebijakan publik. 

Menurut Dunn (2003) terdapat 

tahapan dalam penyusunan kebijakan 

publik yang terdiri dari beberapa hal 

berikut. 

1. Tahap penyusunan agenda yakni 

para pejabat yang diangkat 

menempatkan masalah dalam 

suatu agenda publik. 

2. Tahap formulasi kebijakan yakni 

masalah yang masuk pada agenda 

kebijakan akan dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. 

3. Tahap adopsi kebijakan yakni 

beberapa alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh pembuat 

kebijakan, akan dipilih salah satu 

alternatif kebijakan. 

4. Tahap implementasi kebijakan 

yakni kebijakan yang telah dibuat 

harus diimplementasikan dengan 

menggunakan sumber daya yang 

dimiliki. 

5. Tahap penilaian kebijakan yakni 

kebijakan yang telah 

diimplementasikan akan 

dievaluasi dengan menggunakan 

dasar ukuran atau kriteria yang 

sudah ditentukan. 

Pada kaitannya dengan tahapan 

pembuatan kebijakan, maka dalam 

konteks kajian ini pembuatan 

kebijakan akan dilakukan untuk 

menentukan strategi dalam perolehan 

pendapatan PNBP sehingga dapat 

digunakan sebagai penopang 
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pembangunan kualitas akademik dan 

non akademik pada IAIN 

Lhoksumawe. 

Aturan mengenai PNBP 

terdapat dalam Undang-Undang No 9 

Tahun 2018 sebagai pengganti 

Undang-Undang No 20 Tahun 1997. 

Penggantian tersebut dikarenakan 

adanya perkembangan regulasi, tata 

kelola, pengelolaan keuangan dan 

kebutuhan masyarakat. Penerimaan 

Negara Bukan Pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan negara yang 

mempunyai potensi besar untuk dapat 

dioptimalisasikan (A Dinarjito, 2017). 

Dengan demikian, untuk dapat 

melakukan identifikasi penambahan 

jumlah PNBP maka perlu dipahami 

karakteristik PNBP dibandingkan 

dengan penerimaan lainnya. 

Pendapatan berupa PNBP memiliki 

karakteristik khusus dalam hal 

penerimaan negara bukan pajak yang 

sifatnya eksklusif yakni penerimaan 

yang diperoleh dari masyarakat atas 

penyediaan layanan yang diberikan 

kepada sekelompok masyarakat secara 

khusus, bukan pada masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, maka 

terdapat cost sharing yakni 

pembiayaan yang dipungut dari 

masyarakat yang menggunakan 

layanan tersebut. Konsep penerimaan 

itu disebut dengan earmarking yang 

mempunyai tujuan untuk menjamin 

dan melindungi program prioritas 

tertentu dari pergeseran pemanfaatan 

dana oleh program prioritas lain (Cruz 

& Mereb, 2020). 

Pada konteks pendidikan 

tinggi, PNBP dapat diterapkan 

berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Pemberlakuan UKT pada pendidikan 

tinggi didasarkan dengan terbitnya 

Undang-Undang No 12 Tahun 2012, 

pada tahun 2017 Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia menetapkan 

Peraturan Nomor 39 Tahun 2019 

Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan 

Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan 

Tinggi Negeri di Lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Penetapan UKT 

bertujuan untuk mengatur biaya yang 

ditanggung oleh mahasiswa 

berasaskan keadilan karena UKT 

dibebankan pada mahasiswa sesuai 

dengan kemampuan ekonomi orang 

tua dan meminimalisir terjadinya 

pungutan liar pada pendidikan tinggi 

karena semua biaya yang akan 

digunakan oleh mahasiswa sudah 

disatukan dalam satu pembayaran. 

Pendapatan berupa UKT tersebut 

belum dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan pada seluruh 

pengeluaran di pendidikan tinggi 

(Herlina et al., 2023). Dengan 

demikian, UKT bukan satu-satunya 

sumber pendapatan yang dapat 

diperoleh dari pendidikan tinggi. 

 

METODE 

Kajian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Data yang digunakan dalam kajian ini 

adalah data primer yakni data yang 
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diperoleh dari hasil Focus Group 

Discussion dengan 30 orang 

pengambil kebijakan pada IAIN 

Lhoksumawe yang terdiri dari rektor, 

wakil rektor, kepala biro, perencana, 

perwakilan dosen dan guru besar. Data 

sekunder yang digunakan pada kajian 

yakni data-data yang tidak diperoleh 

secara langsung dari lapangan, seperti 

halnya laporan penerimaan PNBP, 

target PNBP dan laporan lain yang 

mendukung analisis kajian ini. Data 

yang diperoleh akan dilakukan analisis 

dengan menggunakan SWOT dan 

AHP.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai strategi 

penerimaan PNBP untuk menambah 

kualitas akademik dan non akademik 

di IAIN Lhoksumawe perlu dilakukan 

identifikasi faktor internal yakni 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh IAIN Lhoksumawe. Kekuatan 

adalah potensi dan sumber daya yang 

dapat dimanfaatkan untuk memperoleh 

PNBP dan kelemahan adalah 

hambatan yang harus diminimalisir 

dari faktor internal. Adapun 

identifikasi faktor internal adalah 

sebagai berikut.  

1. Faktor internal Tabel 

1. Matrix Internal 

Factor Evaluation (IFE 

Matrix)  

 
Sumber: Hasil penghitungan IFE 

Matrix (2024) 

 

2. Faktor eksternal Tabel 2. 

Matrix External Factor 

Evaluation (EFE Matrix) 

 
Sumber: Hasil penghitungan IFE 

Matrix (2024) 

Berdasarkan pada hasil 

penghitungan tersebut maka dapat 

ditentukan kuadran: X = 1,78-1,65 = 

0,13 dan Y = 1,25 – 1,37 = -0,12. 

Berdasarkan hasil penghitungan untuk 
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menentukan sumbu X dan Y, maka 

pilihan strategi untuk penyusunan 

kebijakan dalam kajian ini adalah 

dengan kuadran 2. Pada kuadran 2 

dijelaskan bahwa potensi berupa 

kekuatan digunakan untuk dapat 

meminimalisr ancaman (Rangkuti, 

2004). Berdasarkan pada Gambar 2, 

maka untuk melakukan penyusunan 

strategi sebagai upaya peningkatan 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe dapat memberdayakan 

seluruh potensi yang ada pada 

perguruan tinggi tersebut, untuk 

mencapai peluang. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Syafa’at & Wahid (2020) bahwa untuk 

menyusun suatu strategi diperlukan 

perkembangan strategi yang stabil 

yakni dapat dilakukan analisis dengan 

menggunakan SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada hasil analisis 

IFAS-EFAS, maka diperoleh skor 

tertinggi adalah pada strategi yang 

merupakan gabungan antara strength-

threat, yakni dengan beberapa 

alternatif strategi sebagai berikut. 

1. Melakukan identifikasi sumber 

daya baik sumber daya manusia, 

aset dan potensi lain yang dapat 

dijadikan sebagai sumber 

penerimaan PNBP. 

Sumber daya yang dimiliki oleh 

IAIN Lhoksumawe sangat beragam 

yakni sebagai berikut. 

a. Sumber daya manusia yakni 

tenaga pendidik yang kompeten 

dan berpengalaman, Jumlah 

guru besar yang ada pad IAIN 

Lhoksumawe berjumlah 31 

orang, hal tersebut merupakan 

potensi yang sangat besar dan 

menjadi sumber daya manusia 

pada IAIN Lhoksumawe.  

Quadran 2 Quadran 4 

THRE

AT 

Quadran 1 Quadran 

3 

OPPORTUNI

TY 

STRENGT

H 

WEAKNES

S 

Gambar 2. Kuadran Matriks Analysis SWOT 
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b. Asset berupa lahan yang sangat 

luas yakni 32,24 hektar dan 

masih banyak terdapat halaman 

kosong sehingga dapat 

disewakan. 

c. Asset berupa bangunan yang 

belum dimanfaatkan sehingga 

dapat disewakan untuk menjadi 

tempat usaha di sekitar kampus. 

d. Mempunyai karya yang dapat 

dijual pada pihak lain, seperti 

halnya hasil penelitian dan hasil 

karya cipta dari perguruan tinggi 

2. Membuat kebijakan untuk 

meningkatkan kerjasama dengan 

instansi pemerintah, masyarakat 

dan swasta. Kebijakan merupakan 

dasar bagi perguruan tinggi untuk 

dapat melaksanakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Kebijakan 

yang dikembangkan oleh perguruan 

tinggi dilakukan dengan 

menggunakan tahapan 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Dunn (2003) yakni tahap 

penyusunan agenda, tahap 

formulasi kebijakan, tahap adopsi 

kebijakan, tahap implementasi 

kebijakan dan tahap penilaian 

kebijakan. 

3. Membuka kesempatan kontrak 

kerja dengan pihak lain 

Pembuatan kontrak kerja dengan 

pihak lain sering terjadi pada 

perguruan tinggi karena perguruan 

tinggi mempunyai sumber daya 

manusia yakni tenaga pendidik 

dengan kualifikasi pendidikan 

tertinggi dan kepakarannya 

sehingga selalu dibutuhkan oleh 

pihak lain seperti halnya instansi 

pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. Kontrak kerja yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi 

dapat menambah potensi 

penerimaan PNBP. Hal ini 

sebagaimana kajian yang dilakukan 

oleh Sulila et al., (2019) bahwa 

untuk mengembangkan suatu 

potensi daerah dapat dilakukan 

kolaborasi baik pemerintah, 

perguruan tinggi, BUMN, swasta 

maupun masyarakat. 

4. Meningkatkan inovasi mahasiswa 

dan dosen yang dapat dijual ke 

pihak lain 

Perguruan tinggi merupakan wadah 

bagi mahasiswa dan dosen untuk 

melakukan inovasi. Inovasi yang 

dilakukan dapat digunakan sebagai 

sumber PNBP yang bermanfaat 

bagi perguruan tinggi. Hal ini 

sebagaimana laporan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh 

Budiprasojo et al., (2022) bahwa 

inovasi dapat dilakukan untuk 

memperbaiki usaha masyarakat 

sehingga hasil inovasi tersebut 

dapat dijual dan menghasilkan 

PNBP. 

5. Membuka kesempatan perolehan 

hibah 

Hibah merupakan salah satu 

pendapatan negara dalam bentuk 

penerimaan bukan pajak, yang 

masuk dalam kategori PNBP. 

Demikian pula dengan penerimaan 



Kybernology 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik 

Volume 2 Nomor 2, Desember 2024 

https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology 

 

787 

hibah dari perguruan tinggi 

merupakan salah satu penerimaan 

PNBP yang diperoleh perguruan 

tinggi tersebut. Hal ini 

sebagaimana dalam kajian 

Adhitama & Joshua (2023) bahwa 

hibah merupakan salah satu 

penerimaan negara yang dapat 

dijadikan sebagai sumber 

penerimaan PNBP.    

6. Membuat target peningkatan 

penerimaan PNBP 

Penerimaan PNBP perlu dilakukan 

untuk menambah jumlah 

penerimaan negara non pajak yang 

ada pada perguruan tinggi, dengan 

demikian perguruan tinggi harus 

membuat target penerimaan.  Hal 

ini sebagaimana hasil kajian yang 

dilakukan oleh Faishal Hairuddin 

(2020) bahwa target penerimaan 

PNBP dilakukan dengan 

menggunakan sistem penetapan 

anggaran secara partisipatif dengan 

melibatkan karyawan, staff dan 

dosen sebagai pihak-pihak yang 

berperan dalam penetapan 

anggaran tersebut. 

Berdasarkan uraian dari beberapa 

strategi yang akan dilaksanakan dalam 

kolaborasi antara strength dengan 

threat maka dapat dilakukan 

pemilihan skala piroritas dari beberapa 

alternatif strategi tersebut dengan 

menggunakan analisis AHP atau 

Analytic Hierarchy Process. Analisis  

AHP merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk membantu 

dalam hal pengambilan keputusan 

yakni dengan memberikan 

menggunakan dasar skala prioritas 

sebagai salah satu dasar untuk 

pengambilan keputusan (Arlina et al., 

2019). Hal tersebut sebagaimana 

digunakan oleh Septilia et al., (2020) 

dalam hal penggunaan metode AHP 

untuk pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan dan pemberian dana 

bantuan. Adapun hasil 

penghitungannya adalah sebagai 

berikut. 

Table 4 Hasil Penghitungan AHP 

Membuat Target Peningkatan 

Penerimaan  

PNBP 

 
   Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

Berdasarkan hasil penghitungan 

dengan menggunakan AHP untuk 

pilihan kebijakan membuat target 

penerimaan PNBP, maka pilihan 

strategi prioritas yang dapat dilakukan 

sesuai dengan bobot yang telah dibuat 

oleh pembuat kebijakan adalah tingkat 

kepatuhan pembayaran.  

Table 5 Hasil Penghitungan AHP 

Membuka Kesempatan Perolehan 

Hibah  
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Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

Berdasarkan hasil penghitungan 

AHP untuk strategi membuka 

kesempatan perolehan hibah, 

diperoleh hasil bahwa diversifiksi 

perolehan hibah merupakan strategi 

yang prioritas karena dengan 

melakukan diversikasi maka akan 

diperoleh sumber hibah dari mana 

yang dapat digunakan sebagai sumber 

penerimaan PNBP. 

Table 6 Hasil Penghitungan AHP 

Meningkatkan Inovasi Mahasiswa 

Dan Dosen Yang Dapat Dijual Ke 

Pihak Lain 

 
Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

Berdasarkan hasil 

penghitungan dengan menggunakan 

AHP, maka strategi prioritas yang 

dapat dilakukan dalam kaitannya 

untuk meningkatkan inovasi 

mahasiswa dan dosen yang dapat 

dijual pada pihak lain adalah 

melakukan identifikasi dan 

penghitungan kontribusi perguruan 

tinggi dalam penyelesaian masalah di 

masyarakat. Dengan demikian terdapat 

kepercayaan atau trust dari masyarakat 

untuk memanfaatkan inovasi dari 

perguruan tinggi dalam mengatasi 

masalah. 

 

Table 7 Hasil Penghitungan AHP 

Membuka Kesempatan Kontrak Kerja 

Dengan Pihak Lain 

 
Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

 Berdasarkan hasil 

penghitungan AHP maka diperoleh 

strategi prioritas yang dapat dilakukan 

adalah keberlangsungan kerjasama. 

Hal ini dikarenakan PNBP 

membutuhkan penerimaan yang terus 

menerus untuk menjaga stabilitas 

penerimaan dari PNBP. 

Table 8 Hasil Penghitungan AHP 

Membuat Kebijakan Untuk 

Meningkatkan Kerjasama Dengan 

Instansi Pemerintah, Masyarakat Dan 

Swasta 
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Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

Berdasarkan pada hasil 

penghitungan dengan menggunakan 

AHP, maka diperoleh strategi prioritas 

berupa implementasi kebijakan dalam 

kerjasama memperoleh skor tertinggi. 

Pada konteks ini yang perlu 

digarisbawahi adalah 

mengimplementasikan kebijakan yang 

sudah dibuat oleh IAIN Lhoksumawe 

dalam hal melakukan kerjasama baik 

dengan instansi pemerintah, swasta 

maupun masyarakat sebagai salah satu 

sumber penerimaan PNBP. 

Table 8 Hasil Penghitungan AHP 

Melakukan identifikasi sumber daya 

baik sumber daya manusia, aset dan 

potensi lain yang dapat dijadikan 

sebagai sumber penerimaan PNBP. 

 
Sumber: Hasil Penghitungan AHP 

(2024) 

Berdasarkan hasil 

penghitungan dengan menggunakan 

AHP, maka diketahui prioritas 

identifikasi sumber daya yang dapat 

ditingkatkan adalah sumber daya 

intelektual karena dalam perguruan 

tinggi merupakan tempat para pakar 

dan perkembangan temuan ilmiah 

sehingga sangat besar kemungkinan 

penerimaan PNBP bertambah dari 

sumber-sumber tersebut. 

Menurut hasil penghitungan 

pada masing-masing pilihan alternatif 

strategi, maka dapat diperoleh hasil 

analisis yang lebih mudah 

diimplementasikan yakni sebagai 

berikut. 

1. Pilihan strategi target 

peningkatan penerimaan PNBP 

diimplementasikan dengan 

pemenuhan tingkat kepatuhan 

pembayaran. 

Untuk menentukan target 

penerimaan PNBP maka 

terdapat jumlah PNBP yang 

ditetapkan dengan tujuan untuk 

memberikan deskripsi target 

yang akan dipilih untuk 

memperoleh jumlah tersebut. 

Namun disamping melakukan 

target, pada penerimaan PNBP 

harus mempunyai tingkat 

kepatuhan pembayaran yakni 

tingkat kesesuaian dan 

ketepatan waktu untuk 

melakukan pembayaran 

kewajiban keuangan yang 

timbul dari adanya penerimaan 

PNBP. Kepatuhan tersebut 

menjadi indikator untuk 

mempertahankan transparansi, 

akuntabilitas, dan pengelolaan 
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keuangan yang baik dalam 

perguruan tinggi. 

Analisis mengenai 

pemenuhan tingkat kepatuhan 

pembayaran sejalan dengan 

kajian yang dilakukan oleh 

Dinarjito (2017) yang 

membuktikan bahwa penyebab 

permasalahan dalam PNBP 

adalah keterlambatan setor 

pada kas negara, PNBP 

kurang/tidak dipungut, 

melakukan pemungutan tanpa 

dasar hukum, penggunaan 

anggaran PNBP secara 

langsung tanpa disetor terlebih 

dahulu pada kas negara. 

Adanya hasil kajian tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa 

untuk menentukan target 

penerimaan PNBP maka harus 

disertai dengan komitmen 

untuk melaksanakan kepatuhan 

dalam penyetoran dan 

pengelolaan PNBP sehingga 

penerimaan PNBP sebagai 

sumber pendapatan negara 

bukan pajak pada IAIN 

Lhoksumawe dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan 

regulasi. 

2. Pilihan strategi membuka 

kesempatan perolehan hibah 

diimplementasikan dengan 

melakukan identifikasi 

diversifikasi sumber hibah. 

Diversifikasi sumber 

hibah pada perguruan tinggi 

dilakukan untuk dapat 

mengoptimalkan potensi 

pendanaan yang bersumber 

dari eksternal yang dapat 

dijadikan sebagai potensi 

penerimaan untuk mendukung 

kegiatan akademik, penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

Sumber hibah yang dapat 

diperoleh perguruan tinggi 

dapat diperoleh dari pihak 

swasta, organisasi 

internasional, dan masyarakat. 

Diversifikasi sumber hibah dari 

lembaga atau badan 

internasional misalnya hibah 

yang berasal dari World Bank, 

UNESCO, UNDP dan lainnya 

serta hibah dari badan non 

pemerintah.  

Hibah yang berasal dari 

swasta dapat diperoleh dari 

perusahaan swasta, seperti 

halnya hibah yang digunakan 

untuk mendukung penelitian 

atau pengembangan teknologi 

yang relevan dengan kebutuhan 

industri dan hibah yang berasal 

dari program Corporate Social 

Responsibility (CSR). Hal 

tersebut sebagamana hasil 

kajian yang dilakukan oleh 

Hendar et al., (2020) bahwa 

CSR dapat diberikan dalam 

beberapa bentuk seperti halnya 

bantuan hibah penelitian pada 

perguruan tinggi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan di 

masyarakat atau melakukan 
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inovasi pengembangan atas 

suatu teknologi. 

Diversifikasi sumber 

hibah yang dapat diperoleh 

perguruan tinggi dapat berasal 

dari hibah yayasan atau 

lembaga filantropi, sebagai 

contoh hibah riset dan 

pengembangan pendidikan 

tinggi atas suatu masalah yang 

mempunyai dampak sosial 

tinggi sehingga membutuhkan 

penelitian. Sumber perolehan 

hibah pada perguruan tinggi 

juga dapat berasal dari 

masyarakat, misalnya dalam 

bentuk asset tanah dan 

sebagainya. 

3. Pilihan strategi meningkatkan 

inovasi mahasiswa dan dosen 

yang dapat dijual ke pihak lain 

dengan melakukan analisis atas 

kontribusi perguruan tinggi 

dalam penyelesaian masalah. 

Sumber perolehan PNBP 

bagi perguruan tinggi dapat 

berasal dari inovasi yang 

dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa dalam suatu 

perguruan tinggi. Inovasi yang 

dilakukan, dapat dijual pada 

masyarakat atau swasta sebagai 

hasil pendidikan dan 

pembelajaran dengan 

pemasukan berupa PNBP. Hal 

tersebut sebagaimana hasil 

kajian yang dilakukan oleh 

Sulistianingsih et al., (2021) 

bahwa perguruan tinggi 

merupakan tumpuan untuk 

melakukan upaya alih 

teknologi. Dengan demikian 

perguruan tinggi harus dapat 

mengikuti perkembangan 

jaman dan tuntutan kemajuan 

dari masyarakat untuk 

menghindari ketertinggalan. 

Adanya salah satu peran 

perguruan tinggi tersebut, 

maka perguruan tinggi seperti 

halnya IAIN Lhoksumawe 

harus selalu melakukan inovasi 

dan pengembangan keilmuan 

dengan tujuan untuk 

menghasilkan karya dari hasil 

pendidikan yang dapat dijual 

pada pihak lain seperti halnya 

swasta untuk menambah 

penerimaan PNBP.  

Inovasi yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa 

untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP bukan 

hanya berasal dari temuan 

teknologi, namun dapat berupa 

sistem layanan yang 

dimanfaatkan baik oleh instansi 

pemerintah, swasta maupun 

oleh perguruan tinggi itu 

sendiri. Sistem layanan yang 

dapat dilakukan studi seperti 

halnya layanan-layanan untuk 

mempermudah pemenuhan 

kebutuhan masyarakat seperti 

yang dilakukan oleh 

mahasiswa dari Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional yang 

melakukan inovasi layanan 



Kybernology 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik 

Volume 2 Nomor 2, Desember 2024 

https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology 

 

792 

pertanahan untuk 

meningkatkan penerimaan 

PNBP (Sampurno, 2024). 

4. Pilihan strategi membuka 

kesempatan kontrak kerja 

dengan pihak lain 

diimplementasikan dengan 

keberlangsungan kerjasama. 

Perguruan tinggi 

mempunyai kesempatan yang 

luas dalam meningkatkan 

jumlah penerimaan PNBP, 

begitu pula dengan IAIN 

Lhoksumawe. Namun yang 

perlu diperhatikan adalah 

sustainability atau 

keberlangsungan dalam 

melakukan kerjasama dalam 

bentuk kontrak kerja. Kontrak 

kerja yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi dengan pihak 

swasta, pemerintah atau 

masyarakat mempunyai fungsi 

untuk memberdayakan potensi 

sumber daya manusia yang ada 

di perguruan tinggi yakni 

dosen, tenaga administrasi, 

peneliti dan mahasiswa untuk 

bekerjasama dengan pihak lain 

dalam hal kegiatan ekonomis 

tertentu yang menghasilkan 

pendapatan bagi kedua belah 

pihak, seperti halnya membuka 

kerjasama pelatihan, 

pengembangan suatu teknologi. 

Adanya kerjasama yang 

dilindungi dengan kontrak 

kerja tersebut akan 

menghasilkan hak dan 

kewajiban, salah satu hak yang 

diperoleh adalah pendapatan 

yang menguntungkan kedua 

belah pihak yakni instansi 

pemerintah, masyarakat atau 

stasta dan perguruan tinggi. 

Namun untuk perguruan tinggi, 

hasil kontrak kerja tersebut 

bukan untuk meningkatkan 

kekayaan dosen atau 

mahasiswa melainkan untuk 

pendapatan PNBP karena 

mahasiswa dan dosen bertindak 

atas nama IAIN 

Lhoksumawe.Kontrak kerja 

digunakan untuk memperjelas 

hak dan kewajiban sehingga 

terdapat perlindungan hukum 

untuk mencapai kepastian 

hukum bagi para pihak yang 

terlibat dalam kontrak kerja 

tersebut. 

Kontrak kerja dengan 

mitra swasta yakni industri dan 

dunia usaha sepetti halnya 

penelitian bersama, pelatihan 

dan pengembangan teknologi 

akan memperoleh hibah yang 

dikategorikan sebagai 

penerimaan bukan pajak yakni 

PNBP. Adapun hasil dari 

kerjasama dengan industri atau 

dunia usaha atau penyediaan 

layanan professional dan 

pelatihan dapat menjadi 

sumber penerimaan dengan 

kategori PNBP. Dengan 

demikian, perguruan tinggi 

memiliki peran sebagai agent 



Kybernology 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik 

Volume 2 Nomor 2, Desember 2024 

https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology 

 

793 

of change (Sholehuddin & 

Mitrohardjono, 2021). Adanya 

peran perguruan tinggi 

sebagaiaman IAIN 

Lhoksumawe sebagai agent of 

change, maka peran tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi bagian terdepan dalam 

alih teknologi dan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan sehingga hasil 

dari pengembangan tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber 

penerimaan PNBP. 

5. Pilihan strategi membuat 

kebijakan untuk meningkatkan 

kerjasama dengan instansi 

pemerintah, masyarakat dan 

swasta dengan 

mengimplementasikan 

kebijakan dalam kerjasama. 

Untuk meningkatkan 

upaya penerimaan PNBP pada 

IAIN Lhoksumawe perlu 

dilakukan pembuatan 

kebijakan. Kebijakan dijadikan 

sebagai dasar untuk melakukan 

beberapa upaya penerimaan 

PNBP seperti halnya membuka 

kerjasama dengan instansi 

pemerintah, dunia usaha, dunia 

industri, menerima hibah, 

melakukan kerjasama 

penelitian, pelatihan dan 

persewaan asset perguruan 

tinggi. Kebijakan yang telah 

dibuat oleh pembuat kebijakan 

pada perguruan tinggi harus 

diimplementasikan sesuai 

dengan tujuan dan potensi yang 

ada di IAIN Lhoksumawe. Hal 

ini sebagaimana hasil kajian 

yang dilakukan oleh Sutmasa 

(2021) bahwa untuk untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

yakni ukuran dan tujuan 

kebijakan, sumber daya yang 

dimiliki, karakteristik agen 

pelaksana, sikap pelaksana, 

komunikasi, dan lingkungan 

politik, sosial dan ekonomi 

serta implementasi kebijakan 

yang dilakukan harus selalu 

disertai dengan monitoring dan 

evaluasi. 

6. Pilihan strategi melakukan 

identifikasi sumber daya 

diimplementasikan dengan 

melakukan identifikasi atas 

sumber daya intelektual. 

Penerimaan PNBP pada 

perguruan tinggi seperti halnya 

IAIN Lhoksumawe bukan 

hanya bersumber dari pihak 

eksternal tetapi juga internal 

yakni dalam bentuk 

pemberdayaan potensi yang 

dimiliki. Pada kajian ini, bobot 

terbesar dalam pemberdayaan 

sumber daya adalah sumber 

daya intelektual pada IAIN 

Lhoksumawe. Sumber daya 

intelektual merupakan asset 

yang dimiliki oleh suatu 

lembaga karena pengetahuan 

dan skill mempunyai makna 
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yang lebih besar dibandingkan 

dengan asset fisik maupun 

asset keuangan. Hal tersebut 

dikarenakan intelektual, 

pengalaman, pengetahuan, 

sikap, kejiwaan, pendidikan, 

perilaku dan sistem nilai akan 

meningkatkan efisiensi dalam 

penyediaan jasa dan pelayanan 

yang disediakan oleh lembaga 

(Singh, 2009). Aset intelektual 

yang ada pada sumber daya 

manusia bukan hanya 

digunakan untuk menebar ilmu 

pengetahuan dan nilai tetapi 

juga untuk meningkatkan 

kepercayaan publik (Mamulati 

et al., 2016). Dengan demikian, 

untuk melakukan prioritas pada 

identifikasi sumber asset yang 

dapat diberdayakan pada 

perguruan tinggi sepertihalnya 

IAIN Lhoksumawe, maka 

perlu dilakukan identifikasi 

pada sumber daya intelektual 

yang berupa beberapa hal 

berikut. 

a. Keahlian dosen dalam 

kontribusinya untuk 

meningkatkan kualitas 

akademik. 

b. Keaktifan dosen dalam 

melakukan penelitian dan 

menghasilkan publikasi 

karya ilmiah. 

c. Kontribusi mahasiswa 

dalam melakukan 

penelitian dan inovasi. 

d. Kontribusi mahasiswa 

dan dosen dalam 

melakukan penemuan 

teknologi dan inovasi 

yang dapat dimanfaatkan 

oleh dunia usaha dan 

dunia industri. 

e. Kontribusi mahasiswa 

dan dosen dalam 

melakukan respon pada 

isu-isu global dalam 

bentuk penelitian dan 

karya ilmiah. 

f. Kemitraan yang 

dibangun dengan institusi 

lain dengan kontribusi 

mahasiswa dan dosen. 

 Berdasarkan hasil 

identifikasi tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa semakin 

banyak mahasiswa dan dosen 

yang mempunyai tingkat 

intelektual tinggi maka akan 

membuka kesempatan yang 

lebih besar untuk memperoleh 

penerimaan PNBP karena 

seluruh penerimaan PNBP 

tersebut dimotori oleh asset 

intelektual yang dimiliki. 

 

Beberapa alternatif strategi 

yang telah dilakukan analisis dalam 

kajian ini digunakan sebagai referensi 

untuk membuat kebijakan khususnya 

dalam hal peningkatan penerimaan 

PNBP yang ada di IAIN 

Lhoksumawe. Kebijakan tersebut 

dapat dituangkan dalam bentuk 

regulasi yang dikeluarkan oleh Rektor 
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IAIN Lhoksumawe sehingga dapat 

dijadikan sebagai payung hukum 

untuk meningkatkan penerimaan 

PNBP. 

Adapun tahapan untuk 

membuat suatu kebijakan sesuai 

dengan tahapan pembuatan kebijakan 

menurut Dunn (2023) yakni sebagai 

berikut. 

1. Tahap penyusunan agenda 

yakni mengangkat 

permasalahan penerimaan 

PNBP yang masih terbatas 

pada UKT pada rapat-rapat 

para pejabat pembuat 

keputusan. Hal tersebut sudah 

dilaksanakan, yakni dengan 

munculnya FGD dengan para 

pejabat pembuat keputusan 

yang terdiri dari Rektor, Wakil 

Rektor, Kepala Biro dan 

perwakilan dosen serta guru 

besar. 

2. Tahap formulasi kebijakan. 

Pada tahap ini sudah dilakukan 

kajian oleh perencana dengan 

menggunakan hasil FGD. 

3. Tahap adopsi kebijakan yakni 

beberapa alternatif kebijakan 

yang ditawarkan oleh pembuat 

kebijakan, akan dipilih salah 

satu alternatif kebijakan. Hal 

ini sebagaimana dihasilkan 

oleh kajian yang dibuat oleh 

perencana dalam menentukan 

alternatif strategi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP. 

4. Tahap implementasi kebijakan 

yakni kebijakan yang telah 

dibuat harus 

diimplementasikan dengan 

menggunakan sumber daya 

yang dimiliki. Untuk 

melakukan implementasi 

kebijakan, maka kebijakan 

harus disahkan terlebih dahulu 

oleh pejabat berwenang. 

Dengan demikian upaya 

peningkatan penerimaan PNBP 

yang diimplementasikan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5. Tahap penilaian kebijakan 

yakni kebijakan yang telah 

diimplementasikan akan 

dievaluasi dengan 

menggunakan dasar ukuran 

atau kriteria yang sudah 

ditentukan. Untuk melakukan 

evaluasi kebijakan, maka harus 

terdapat indikator penilaian 

capaian kebijakan. Pada 

konteks kajian ini, indikator 

yang digunakan adalah 6 

alternatif strategi yang 

merupakan hasil analisis 

dengan menggunakan AHP. 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dalam kajian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Penerimaan PNBP bukan 

hanya bersumber dari UKT 

melainkan ada beberapa 

sumber baik internal maupun 

eksternal yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan 
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penerimaan PNBP. Strategi 

yang digunakan untuk 

melakukan identifikasi 

penerimaan PNBP adalah 

dengan menggunakan analisis 

SWOT yakni dengan 

mengkolaborasikan antara 

strength dan threat. Kombinasi 

tersebut dapat 

diimplementasikan dengan 6 

(enam) pilihan alternatif yakni 

a) melakukan identifkasi 

sumber daya sebagai sumber 

penerimaan PNBP, b) 

membuat kebijakan untuk 

meningkatkan kerjasama 

dengan instansi pemerintah, 

swasta dan masyarakat, c) 

membuka kesempatan kontrak 

kerja dengan pihak lain, d) 

meningkatkan inovasi 

mahasiswa dan dosen yang 

dapat dijual pada pihak lain, e) 

membuka kesempatan 

perolehan hibah dan f) 

membuat target peningkatan 

penerimaan PNBP. 

2. Pilihan alternatif tersebut 

kemudian dilakukan analisis 

kembali dengan menggunakan 

AHP sebagai suatu metode 

untuk melakukan pengambilan 

keputusan. Adapun hasil 

analisis dengan menggunakan 

AHP adalah sebagai berikut: a) 

pemenuhan tingkat kepatuhan 

pembayaran PNBP, b) 

identifikasi sumber hibah, c) 

kontribusi perguruan tinggi 

dalam penyelesaian masalah, 

d) keberlangsungan kerjasama 

dan kontrak kerja, e) 

mengimplementasikan 

kebijakan kerjasama dengan 

instansi pemerintah, swasta 

atau masyarakat serta f) 

melakukan identifikasi sumber 

daya intelektual sebagai 

sumber penerimaan PNBP. 

3. Hasil kajian mengenai 

beberapa alternatif strategi 

untuk meningkatkan 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe dituangkan 

dalam bentuk regulasi sehingga 

dapat digunakan sebagai 

payung hukum untuk 

mengimplementasikan upaya 

peningkatan peningkatan 

penerimaan PNBP. 

Rekomendasi  

Rekomendasi pada kajian ini ditujukan 

pada beberapa pihak berikut. 

1. Rektor IAIN Lhoksumawe 

Rektor IAIN 

Lhoksumawe sebagai 

pengambil kebijakan yang 

mempunyai tanggungjawab 

untuk mewujudkan visi harus 

dapat melakukan inisiasi untuk 

membuat kebijakan tentang 

perluasan sumber penerimaan 

PNBP pada IAIN Lhoksumawe 

dengan bersumber dari 

beberapa hal berikut: a) 

penyewaan asset, b) 

pemberdayaan asset 

intelektual, c) peningkatan 
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kerjasama dan kontrak kerja 

dengan instansi pemerintah, 

swasta dan masyarakat, d) 

melakukan identifikasi atas 

sumber hibah yang dapat 

diperoleh IAIN Lhoksumawe. 

Untuk menjamin adanya 

pertanggungjawaban dalam 

penerimaan dan pengelolaan 

PNBP, maka rector pelu 

melakukan monitoring atas 

pemenuhan Tingkat kepatuhan 

pembayaran PNBP sehingga 

penerimaan PNBP pada IAIN 

Lhoksumawe tidak menjadi 

permasalahan baru dalam 

akuntabilitas dan kinerja. 

Rektor IAIN 

Lhoksumawe harus dapat 

menjalin kerjasama atau MoU 

dengan instansi lain, baik 

pemerintah, swasta, dan 

organisasi internasional 

sehingga dapat membuka 

kesempatan untuk memperoleh 

penerimaan PNBP. 

2. Kepala Biro Umum, 

Perencanaan dan Keuangan 

IAIN Lhoksumawe 

Tanggungjawab kepala 

biro umum, perencanaan dan 

keuangan pada IAIN 

Lhoksumawe adalah untuk 

mewujudkan misi karena 

jabatan tersebut adalah jabatan 

manajerial dalam perguruan 

tinggi. Dengan demikian, 

kepala biro harus dapat 

mengimplementasikan dan 

memonitor kebijakan yang 

telah dibuat oleh Rektor IAIN 

Lhoksumawe. Kepala biro 

harus melakukan koordinasi 

dan komunikasi dengan lebih 

efektif pada seluruh jabatan 

yang ada di IAIN Lhoksumawe 

sehingga kemajuan 

implementasi kebijakan dapat 

diketahui. 

3. Dosen dan Guru Besar pada 

IAIN Lhoksumawe 

Dosen dan guru besar 

harus terus meningkatkan 

inovasi dan peningkatan 

kualitas intelektual karena asset 

intelektual pada perguruan 

tinggi merupakan asset yang 

sangat berharga dan menjadi 

ujung tombak dalam 

keberhasilan memperoleh 

penerimaan PNBP. Dengan 

adanya kualitas SDM dosen 

dan guru besar yang tinggi, 

maka meningkatkan 

kepercayaan pihak lain untuk 

mengadakan kerjasama dengan 

perguruan tinggi sehingga 

dapat meningkatkan 

penerimaan PNBP. 
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